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PENGANGKATAN ANGGTA TENTARA NASIONAL INDONESIA DAN 

KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA AKTIF MENJADI 

PENJABAT KEPALA DAERAH  

(Egip Satria Eka Putra, 2120113074, Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum 

Universitas Andalas Padang, 149 Halaman,  Tahun 2023) 

 

ABSTRAK 

Pegangkatan anggota Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian Negara Republik 
Indonesia aktif sebagai Penjabat kepala daerah oleh Menteri Dalam Negeri menuai 

polemik. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pilkada padahal telah 

mengatur secara jelas perihal pengisian kekosongan jabatan gubernur, Bupati dan 

Walikota, dimana diangkat Penjabat (Pj.) yang berasal dari jabatan pimpinan madya 

untuk Pj. Gubernur dan pimpinan pratama untuk Pj. Bupati dan Walikota. Namun, 

Menteri Dalam Negeri menerbitkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 

2023 tentang Penjabat Gubernur, Bupati dan Walikota sebagai rujukan untuk mengisi 

posisi Penjabat Kepala Daerah.  Pasal 3 ayat (b) Permendagri Nomor 4 Tahun 2023, 

memuat norma yang menyatakan bahwa yang menjadi Pj. kepala daerah adalah berasal 

dari pejabat ASN atau pejabat pada jabatan ASN tertentu yang menduduki JPT Madya 

di lingkungan Pemerintah Pusat atau di lingkungan Pemerintah Daerah bagi calon Pj. 

Gubernur dan menduduki JPT Pratama di lingkungan Pemerintah Pusat atau di 

lingkungan Pemerintah Daerah bagi calon Pj. Bupati dan Pj. Wali Kota. Maka dari itu, 

terdapat penambahan kriteria jabatan dan perluasan makna pada Permendagri Nomor 

4 Tahun 2023 yang kemudian menjadi celah dan peluang bagi Mendagri untuk 

menunjuk anggota TNI dan Polri aktif menjadi Penjabat (Pj.). Adapun Rumusam 

Masalah dalam penelitian ini adalah: (1) Bagaimanakah keabsahan pengangkatan 

anggota Tentara Nasional Indonesia dan anggota Kepolisian Negatra Republik 

Indonesia aktif menjadi Penjabat Kepala Daerah? (2) Bagaimanakah batasan kriteria 

jabatan pejabat ideal yang dapat ditunjuk sebagai Penjabat Kepala Daerah? (3) 

Bagaimanakah mekanisme ideal penunjukan dan pengangkatan Penjabat kepala 

daerah untuk mengisi kekosongan kepala daerah menjelang pemilihan kepala daerah 

serentak tahun 2024? Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif atau 

kepustakaan, dengan spesifikasi penelitian yang digunakan adalah penelitian deskriptif 

analitis. Hasil penelitian ini adalah: (1) Pengangkatan anggota Tentara Nasional 

Indonesia dan anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia aktif menjadi Penjabat 

Kepala Daerah adalah tidak sah secara hukum positif Indonesia saat ini. (2) Jabatan 

pejabat yang seharusnya dapat ditunjuk sebagai Pj. Kepala Daerah adalah JPT Madya 

di lingkungan Pemerintah Pusat atau di lingkungan Pemerintah Daerah. (3) mekanisme 

ideal penunjukan dan pengangkatan Penjabat kepala daerah adalah dengan melibatkan 

rakyat melalui DPRD sehingga Pj. yang diangkat tetap memiliki legitimasi dari rakyat. 

 

Kata Kunci : Penjabat, Kepala Daerah, TNI, Polri. 
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THE ASSIGNMENT OF SOLDIER THE INDONESIAN NATIONAL ARMY 

AND THE NATIONAL POLICE OF THE REPUBLIC INDONESIA IS 

ACTIVE AS ACTING REGIONAL HEADS  

(Egip Satria Eka Putra, 2120113074, Master of Law, Faculty of Law, Andalas 

University, Padang, 149 pages, 2023) 

 

ABSTRACT 

The Assignment of members of the Indonesian National Army and the National Police 
of the Republic of Indonesia active as acting regional heads by the Minister of Home 

Affairs reaped polemics. Law Number 10 of 2016 concerning Regional Elections even 

though it has clearly regulated the filling of vacancies in the positions of governor, 

regent and mayor, where acting (Pj.) are appointed from the position of intermediate 

leaders for the Acting Governor and primary leaders for the Acting Regent and Mayor. 

However, the Minister of Home Affairs issued Minister of Home Affairs Regulation 

Number 4 of 2023 concerning Acting Governors, Regents and Mayors as a reference 

to fill the position of Acting Regional Head.  Article 3 paragraph (b) of Permendagri 

Number 4 of 2023, contains norms stating that the acting regional head is from  an 

ASN official or an official in a certain ASN position who occupies JPT Madya within 

the Central Government or within the Regional Government for candidates for Pj. 

Governor and occupies JPT Pratama within the Central Government or within the 

Regional Government for candidates for Pj. Regent and Pj. Mayor. Therefore, there is 

an addition of position criteria and an expansion of meaning in Permendagri Number 

4 of 2023 which then becomes a gap and opportunity for the Minister of Home Affairs 

to appoint active TNI and Polri members to become Acting (Pj.). The formulation of 

the problem in this study is: (1) How is the validity of the appointment of members of 

the Indonesian National Army and members of the Negatra Police of the Republic of 

Indonesia active as Acting Regional Heads? (2) What are the criteria for the ideal 

official who can be appointed as Acting Regional Head? (3) What is the ideal 

mechanism for appointing and appointing acting regional heads to fill regional head 

vacancies ahead of the 2024 simultaneous regional elections? This research is a 

normative legal research or literature, with the research specifications used are 

analytical descriptive research. The results of this study are: (1) The  appointment of 

members of the Indonesian National Army and active members of the Indonesian 

National Police to become Acting Regional Heads is not legally positive Indonesia at 

this time. (2) The position of the official who should be appointed as Pj. Regional Head 

shall be JPT Madya within the Central Government or within the Regional 

Government. (3) the ideal mechanism for the appointment and appointment of acting 

regional heads is to involve the people through the SenatorS so that the appointed PJ. 

still has legitimacy from the people. 
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